SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1653 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA SANTUNAN MENINGGAL DUNIA BAGI
BADAN ADHOC PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
KUNINGAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU

dapat memberikan santunan kepada Badan Adhoc

yang mengalami kecelakaan kerja dalam

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023

tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan

Pemilihan Umum, Badan Adhoc penyelenggara

Pemilu dapat diberikan perlindungan dari risiko

kecelakaan kerja maupun meninggal dunia dalam

bentuk santunan;
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Mengingat

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian
Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan
Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Buapti dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024, dimana
berdasarkan hasil verifikasi, dokumen
administrasi penerima Santunan Meninggal Dunia
telah memenuhi kriteria dan persyaratan
pemberian santunan, Badan Adhoc Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) penerima
Santunan Kematian Kerja ditetapkan dengan

Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di
atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan
tentang Penetapan Penerima Santunan Meninggal
Dunia Bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati
Pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
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Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6512);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6863);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
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4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

S. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472
Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan
Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam
Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan

Tahun 2024;
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Menetapkan

KESATU

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476
Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476
Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian
Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan
Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN
PENERIMA SANTUNAN MENINGGAL DUNIA BAGI
BADAN ADHOC PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2024.

Menetapkan Nama Badan Adhoc Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih Penerima Santunan Meninggal Dunia
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada
Kabupaten Kuningan Tahun 2024 sebagaimana

tercantum  dalam  Lampiran Keputusan yang
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Pemberian Santunan Meninggal Dunia Badan Adhoc
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta
Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kuningan
Tahun 2024 dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten
Kuningan Tahun 2024.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 14 Juli 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP PEPEN RUSPENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 1653 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN

PENERIMA

SANTUNAN MENINGGAL DUNIA BAGI
BADAN ADHOC PETUGAS PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH
PENYELENGGARAAN

DALAM

PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

PENETAPAN NAMA-NAMA BADAN ADHOC PENERIMA SANTUNAN
MENINGGAL DUNIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

JENIS BESARAN
NO NAMA JABATAN SANTUNAN SANTUNAN
Pantarlih TPS 004 pada Desa Menineeal
1. | Riyandi Ciberung, Kec. Selajambe, &8 Rp. 36.000.000,-
) Dunia
Kab. Kuningan

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 14 Juli 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP PEPEN RUSPENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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